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JELANG libur Natal dan Tahun
Baru 2025 dipastikan ketersediaan
bahan kebutuhan pokok aman,
bahkan hingga Ramadan menda-
tang. Setidaknya itulah hasil moni-
toring yang dilakukan Pemerintah
Kota Yogyakarta yang melibatkan
Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) Kota Yogya dan DIY. Tim ini
bukan hanya menyasar supermar-
ket, tapi juga pasar tradisional yang
tersebar di Yogya (KR 11/12). Se-
jauh ini tidak ditemukan penimbunan
maupun permainan harga.

Kita optimis ketersedian bahan
kebutuhan pokok, seperti tepung,
minyak goreng, margarin, gula, se-
muanya tercukupi. Sejauh peman-
tauan selama ini juga tak terjadi
gejolak harga, umuumnya harga ke-
butuhan pokok stabil. Kalapun terja-
di kenaikan harga, masih sebatas
kewajaran. Fenomena ini tentu patut
disyukuri. Lantas, bagaimana de-
ngan daya beli masyarakat ? Inilah
aspek yang tak boleh luput perha-
tian. Sebab, antara ketersediaan
barang, stabilitas harga serta daya
beli masyarakat saling berkaitan.

Ketika ketersediaan barang men-
cukupi dan stabilitas harga terk-
endali, didukung daya beli masyara-
kat yang tetap terjaga, tentu semua
baik-baik saja. Sebaliknya, bila
salah satu faktor, misalnya harga
barang melonjak drastis, maka akan
mempengaruhi dua faktor lainnya,
daya beli bisa menurun, ketersedi-
aan barang pun bisa berkurang atau
terbatas. Inilah pentingnya kegiatan
monitoring pemerintah daerah, baik
melalui OPD maupun TPID, sehing-
ga bisa menjaga agar semua aspek
tersebut dapat terjaga dan ter-
kendali.

Hemat kita, monitoring harus di-
lakukan secara intensif dan periodik,
sebab sewaktu-waktu kondisi bisa
berubah, baik karena faktor alam
maupun ulah manusia. Boleh saja
semua prediksi positif, aman dan
terkendali, namun situasi di lapang-
an harus tetap diantisipasi. Misalnya
terkait tren kenaikan harga kebu-
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tuhan pokok menjelang Natal dan
Tahun baru, harus tetap diantisipasi,
jangan sampai pemerintah daerah
‘gagap’ menghadapi situasi demiki-
an. Sepanjang kenaikan tersebut
masih dalam batas kewajaran, tak
perlu dirisaukan.

Sedangkan terkait daya beli ma-
syarakat, tidak digantungkan pada
satu faktor. Banyak faktor yang
mempengaruhi daya beli masyara-
kat, tak hanya berkait dengan harga
barang dan jasa, namun juga tingkat
pendapatan individu dan masyara-
kat. Semakin tinggi pendapatan ma-
syarakat, maka semakin besar pula
kesempatan mereka untuk membeli
barang. Juga terkait dengan tingkat
inflasi, karena semakin tinggi tingkat
inflasinya, maka akan mengurangi
nilai riil uang yang dimiliki masyara-
kat. Akibatnya, daya beli pun menja-
di menurun.

Dalam konteks itulah kita meng-
harapkan TPID, baik Kota Yogya
maupun DIY, terus melakukan mon-
itoring kondisi di lapangan dan
menekan tingkat inflasi. Kalau ke-
mudian diperlukan tindakan inter-
vensi dari pemerintah untuk mensta-
bilkan harga, sebaiknya dilakukan
secara tepat dan tidak terlambat.
Intervensi berupa operasi pasar
(OP) misalnya, hanya dilakukan keti-
ka harga barang kebutuhan pokok ti-
dak terkendali, melambung secara
tak wajar. Namun, hemat kita, OP
adalah langkah terakhir ketika tak
tersedia alternatif lain yang lebih ra-
sional.

Kita berharap situasi ekonomi,
baik makro maupun mikro, tetap ter-
jaga dan tak ada lonjakan kenaikan
harga barang kebutuhan pokok.
Apalagi, saat ini daya beli masyara-
kat, khususnya di DIY, sedang
menghadapi tantangan berat.
Stabilitas harga kebutuhan pokok
diyakini belum cukup mampu men-
dorong peningkatan konsumsi.
Karena itu, di tahun mendatang kita
mengharapkan kenaikan UMP yang
signifikan guna mendongkrak daya
beli masyarakat. 0 -d
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Paradoks Transisi Energi Bersih

PERUBAHAN iklim adalah ancaman
terbesar abad ini, mendorong dunia mem-
percepat transisi energi bersih. Dengan
mengurangi ketergantungan pada bahan
bakar fosil, transisi ini diharapkan menja-
di solusi krisis iklim. Namun, ironisnya,
kebijakan ini sering menciptakan masa-
lah baru, terutama bagi masyarakat adat
di kawasan eksplorasi energi terbarukan.

Sebagai negara dengan potensi energi
panas bumi terbesar kedua di dunia,
Indonesia menargetkan kapasitas 23.965
MW dalam Proyek Strategis Nasional
(PSN) guna mendukung ambisi energi ter-
barukan. Energi geothermal dianggap so-
lusi transisi karena emisinya lebih rendah
dibanding bahan bakar fosil. Namun,
proyek-proyek ini sering mengabai-
kan hak-hak masyarakat lokal. Ta-
nah adat diambil alih demi pemba-
ngunan, meminggirkan budaya, spi-
ritualitas, dan keberlanjutan ma-
syarakat adat.

Blair et al. (2023) menjelaskan fe-
nomena ini sebagai “ekstraktivisme
hijau,” yakni eksploitasi sumber
daya alam yang dibungkus narasi
keberlanjutan. Proyek-proyek geo-
thermal sering menyebabkan defor-
estasi, pencemaran air, hingga pe-
mindahan paksa. Ironisnya, masya-
rakat adat, penjaga harmoni alam,
menjadi korban dari kebijakan yang
diklaim "ramah lingkungan.”

Triple Nexus Ideologi

Ironi transisi energi bersih be-
rakar pada fondasi ideologis Triple
Nexus Ideologi, yakni perpaduan
high-modernity, green-developmen-
talism, dan new-developmentalism.
Dalam Seeing Like a State (1998),
James Scott menggambarkan high-
modernity sebagai keyakinan pada
rasionalitas teknokratis yang mengabai-
kan dinamika lokal. Ideologi ini didasar-
kan pada keyakinan kuat bahwa penge-
tahuan ilmiah dan teknis merupakan cara
paling efektif untuk mengatur masyara-
kat dan menciptakan kemajuan. Para
perencana negara, birokrat, dan ahli yang
terobsesi dengan prinsip rasionalitas ilmi-
ah sering mengabaikan dinamika sosial
dan kultural yang kompleks di masyara-
kat lokal. Mereka melihat komunitas adat
bukan sebagai subjek yang memiliki pe-
ngetahuan lokal yang berharga, melain-
kan sebagai objek yang harus “diperbaiki”
agar sesuai dengan visi pembangunan
yang dirancang secara teknokratis.

Ideologi ini kemudian berkembang
menjadi green-developmentalism, yang
memadukan keberlanjutan lingkungan
dengan agenda ekonomi. Meski terdengar
mulia, pendekatan ini sering menjadi alat
negara untuk memperkuat kontrol atas
sumber daya. Proyek geothermal, misal-
nya, bukan hanya menghasilkan energi
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tetapi menopang kawasan wisata priori-
tas, seperti dalam paradigma new-devel-
opmentalis di mana pembangunan infras-
truktur besar-besaran dan deregulasi ke-
bijakan sebenarnya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan
ekologis dan keadilan sosial hanya menja-
di klaim normatif tanpa implementasi
nyata.

Ketika Triple Nexus Ideologi ini bersin-
ergi, ketiganya menciptakan kerangka ke-
bijakan yang menjadikan negara sebagai
aktor utama dalam proyek transisi energi.
Fokus utamanya bukan pada keadilan

sosial atau keberlanjutan ekologi, melain-
kan pada hasil ekonomi yang dihasilkan
dari proyek-proyek tersebut. Dalam prak-
tiknya, paradigma ini tidak hanya meng-
abaikan masyarakat lokal tetapi juga
menghalalkan tindakan koersif untuk
mengamankan proyek pembangunan
energi bersih. Di berbagai wilayah, proyek
geothermal yang menghadapi penolakan
dari masyarakat adat sering direspons de-
ngan kriminalisasi, tindakan represif, dan
bahkan kekerasan oleh aparat negara.
Narasi energi bersih menjadi ironi: solusi
global untuk menyelamatkan bumi justru
memperburuk kerusakan sosial dan ekol-
ogis di tingkat lokal.

Dekonstruksi terhadap Triple Nexus
Ideologi ini menjadi langkah penting un-
tuk membuka ruang bagi pendekatan al-
ternatif dalam transisi energi. Sebuah
transisi yang tidak hanya berfokus pada
keuntungan ekonomi dan efisiensi teknis,
tetapi juga menghargai keberagaman so-
sial, budaya, dan ekologi. Dengan mema-

hami ironi ini, kita dapat mendorong di-
lakukannya dekolonisasi narasi energi
bersih di mana masyarakat lokal tidak la-
gi menjadi objek pembangunan, tetapi
subjek yang berdaulat atas sumber daya
mereka sendiri.

Dekolonisasi Energi Bersih

Dekolonisasi berarti membebaskan
transisi energi dari hegemoni modernitas
kolonial. Perspektif ini mengakui bahwa
masyarakat adat memiliki cara pandang
unik terhadap energidcbukan sekadar ko-
moditas ekonomi, tetapi bagian integral
dari ekologi dan spiritualitas. Energi
harus dikelola dengan hati-hati, menghor-
mati keseimbangan alam.

Dekolonisasi juga menantang struktur
kekuasaan yang memusatkan
kendali pada negara dan korporasi
besar. Demokratisasi energi adalah
kunci, melibatkan masyarakat adat
dalam pengambilan keputusan, se-
kaligus memperkuat kapasitas me-
reka mengelola sumber daya. Pro-
yek berbasis komunitas, seperti mi-
krohidro dan biomassa, bisa menjadi
solusi kontekstual jika dirancang de-
ngan partisipasi lokal.

Dekolonisasi transisi energi bu-
kan sekadar soal kebijakan, melain-
kan perubahan paradigma. Energi
bersih harus menjadi langkah nyata
menuju keadilan sosial, bukan so-
lusi palsu yang mengorbankan ma-
syarakat rentan. Dengan mem-
bongkar narasi hegemonik, kita da-
pat mendorong transisi yang meng-
hargai keberagaman budaya, sosial,
dan ekologi, serta memperjuangkan
kesejahteraan bersama.

Hanya dengan cara ini, transisi
energi dapat benar-benar adil, ma-
nusiawi, dan inklusif, melibatkan
masyarakat adat sebagai aktor utama,
bukan korban kebijakan. Energi bersih
harus menjadi simbol harmoni, bukan in-
strumen eksploitasi baru. (*)-d

*)Martin Dennise Silaban, Peneliti di
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Eksistensi Transmigrasi ke Depan

ADA yang berbeda dalam peringatan
Hari Bhakti Transigrasi tahun ini. Bukan
soal acaranya, namun pada penyeleng-
garanya. Dulu penyelenggaranya Kemen-
terian Desa PDT Transmigrasi, sekarang
penyelenggaranya Kementerian Transmi-
grasi. Transmigrasi sudah berdiri sendiri
menjadi satu kementerian. Ada harapan
transmigrasi semakin mentereng dan tak
lekang oleh zaman.

Program transmigrasi sekarang sudah
berumur 74 tahun. Sebuah program yang
cukup panjang melintasi berbagai era pe-
merintahan dengan berbagai nomen-
klatur kementeriannya. Keberangkatan
23 KK (77 jiwa) masyarakat Sukadana,
Begelen, Jawa Tengah ke Gedong Tataan,
Lampung pada 12 Desember 1950 menja-
di peristiwa bersejarah yang kemudian
hari diperingati sebagai Hari Bhakti
Transmigrasi (HBT).

Data Ditjen Pembangunan dan Pe-
ngembangan Kawasan Transmigrasi
(2024) bahwa trasmigrasi telah mendo-
rong lahirnya 116 ibu kota kabupaten, 466
ibu kota kecamatan, dan 1.567 desa defini-
tif. Bahkan transmigrasi juga telah men-
dorong terbentuknya tiga provinsi baru,
yaitu Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi
Barat, Tanjung Selor ibukota Provinsi
Kalimantan Utara, dan Merauke ibukota
Provinsi Papua Selatan.

Agar transmigrasi ke depan lebih eksis,
permasalahan-permasalahan yang ada
harus segera ditangani. Setidaknya ada
tiga isu utama. Pertama, anggaran. Terja-
di penurunan penempatan jumlah trans-
migran dalam lima tahun terkahir walau
animo masyarakat tetap tinggi. Penem-
patan transmigran pada tahun 2019 se-
banyak 1.408 KK, tahun 2020 sebanyak 0
KK (pandemi), tahun 2021 sebanyak 354
KK, tahun 2022 sebanyak 571 KK, tahun
2023 sebanyak 193 KK. Di tahun 2024 an-
imo masyarakat untuk menjadi transmi-
gran cukup tinggi, yaitu sebanyak 7.000
KK, namun yang diberangkatkan 121 KK.

Selain jenis Transmigrasi Umum (TU)
yang semuanya dibiayai pemerintah, ada
jenis transmigrasi yang bisa sharing
anggaran. Sharing anggaran dengan bi-
aya transmigran sendiri, yaitu Transmi-
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grasi Swakarsa Mandiri (TSM), namun
tetap pembinaannya oleh Pemerintah.
Juga ada sharing anggaran dengan pe-
rusahaan atau swasta, yaitu dan
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan
(TSB). Ke depan perlu dicari terobosan-
terobosan baru agar diperoleh alternatif
sumber penganggaran lain.

Kedua, ketersediaan lahan. Pada
umumnya transmigran akan mendapat
lahan pekarangan seluas 0,25 ha, lahan
usaha I seluas 0,75 ha, dan lahan usaha II
seluas 1 ha. Namun kadang ada transmi-
gran belum sepenuhnya memperoleh hak-
nya, ada yang sudah lahan usaha namun
belum bisa diolah. Lahan yang belum
clear dan clean bisa menjadi sengketa.

Menurut Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
pada tahun 2024 bakal mengalokasikan
tanah seluas 564.957 hektare untuk pro-
gram transmigrasi. Tanah tersebut beru-
pa tanah telantar yang tersebar luas di
seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah
Kalimantan Timur menjadi daerah yang
paling besar memiliki potensi tanah
terindikasi telantar. Luas-

sebelum berangkat, namun juga setelah
penempatan. Ini penting bagi transmi-
gran agar mampu mengolah lahan se-
suai potensi setempat.

Gagasan Menteri Transmigrasi tentang
Transmigran Patriotik perlu disimak.
Dengan program ini akan ada jaminan
pendidikan kepada putra putri terbaik
bangsa dari universitas ternama dengan
menggandeng beasiswa LPDP. Yang pen-
ting setelah lulus bersedia ditempatkan di
pemukiman transmigrasi. Ini menjadi
tantangan bagi generasi muda sekaligus
menjadi investasi sumber daya manusia
transmigrasi di masa depan.

Tidak mudah melakukan itu semua.
Namun dengan kerjasama antar stake-
holder, program transmigrasi akan terus
berjaya. Apalagi ini juga mendukung
dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo
Subianto, yaitu membangun dari desa
dan dari bawah untuk pemerataan eko-
nomi dan pemberantasan kemiskinan.
Semoga ke depan transmigrasi terus ek-
sis dan membawa kesejahteraan untuk
semua. (¥)-d

*)Azsep Kurniawan, Pemerhati
Transmigrasi, bekerja di BBPPM
Yogyakarta.

annya, mencapai lebih
dari 250.000 hektare.
Adapun wilayah lain de-
ngan potensi tanah telan-
tar antara lain Sumatera
Selatan, Riau, dan
Sulawesi Selatan.

Ketiga, sumber daya
manusia. Gambaran
transmigran dengan usia
tua, tidak mengerti Tek-
nologi Informasi Komu-
nikasi (TIK), dan berpen-
didikan rendah-menen-
gah, harus diubah. Animo
masyarakat bertransmi-
grasi yang masih tinggi
harus diimbangi dengan
kualifikasi yang baik.
Dibutuhkan pelatihan-
pelatihan bagi calon
transmigran tidak hanya

Desember.

taskan.

butkan.
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BMKG prediksi cuaca ekstrem hingga 15
- Antisipasi sering terlambat.

Mulai 2 Januari 2025 pemerintah siap lak-
sanakan program MBG.
- Akses pendidikan juga perlu dipriori-

Menteri Hukum siap mediasi konflik dualisme
kepengurusan PMI.
- Jabatan di luar pemerintahan pun dipere-
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